
 

 

ABSTRAK 

Arip Nurjaman : Pelaksanaan  Fungsi  BPD Dalam Melakukan pengawasan 

Kinerja  Kepala Desa di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut 

di Hubungan Dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis 

dalam penyelenggara pemerintah Desa, Karena BPD memiliki fungsi legislasi, 

Anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang 

dilakukan oleh kepala desa dalam rangka representasi masyarakat Desa. Terutama 

fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala  desa yang perlu dilaksanakan,karena 

selain menyangkut masyarakat, pengawasan juga sebagai salah satu bentuk tugas 

BPD sendiri sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 55 huruf (c) menjelaskan 

tentang pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa. 

Namun dalam pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa menimbulkan 

kesenjangan dengan Pasal 55 tersebut. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode Deskriptif 

analitis yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai fakta-fakta yang disertai 

analisis yang kuat, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang 

mengkaji berbagai norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan yuridis 

empiris yaitu penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

dimasyarakat. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan BPD 

Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut terhadap kinerja kepala 

desa sesuai UU Desa, untuk mnegetahui kendala apa yang dihadapi BPD dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa di Desa Sadang, serta 

mengetahui solusi yang dilakukan oleh BPD Desa Sadang untuk mengatasi 

kendala tersebut. 

 Penelitian ini berawal dari pemikiran akan pentingnya pengawasan 

terhadap kepala desa yang dilakukan oleh BPD sesuai dengan pasal 55 huruf c 

undang-undang desa dimana Badan Permusyawaratan Desa berwenang untuk 

mengawasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga 

dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa 

dalam segi pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa bisa 

berjalan dengan optimal dan dapat menciptakan Good Governence. 

 Berdasarkan hasil analisis bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

BPD Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut terhadap kinerja 

kepala desa dalam segi pelayanan publik telah dilakukan, hanya saja dalam 

pelaksanaannya belum optimal. Kendala yang dihadapi berasal dari faktor internal 

(aparatur desa yang tidak ada ditempat ketika jam tugasnya) dan faktor eksternal 

(kurangnya pengawasan pada pelayanan kepada aparatur pemerintah desa oleh 

BPD) 


